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1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan bunyi pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Perangkat Daerah

menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dan ayat (2)

berbunyi “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam dokumen ini rencana strategis dimaksudkan sebagai:

1. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan tantangan yang ada atau mungkin timbul dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang direalisasikan dalam program dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan.

2. Proses yang sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang
beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,
mengorganisir secara sistematis pelaksanaan keputusan tersebut dan
mengukur tingkat keberhasilannya.

Langkah awal pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Tahapan perencanaan yang konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan dan
berkelanjutan tapi dapat mengikuti perubahan dalam arti perbaikan proses
strategi pencapaian tujuan.

Sejumlah langkah atau taktik yang dirancang sebagai komitmen organisasi.
Master plan atau rencana induk bagaimana suatu organisasi akan mencapai
tujuannya dengan keunggulan dan kelemahan kompetitifnya.

7. Kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan untuk kelangsungan hidup.

8. Serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat oleh
pimpinan puncak untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

9. Perencanaan yang dimaksudkan untuk mengarahkan segenap potensi yang

ada untuk mencapai tujuan suatu organisasi.
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10. Pada dasarnya Rencana Strategis disusun sebagai acuan perencanaan
strategis Sekretariat Daerah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan kebutuhan untuk
mengatasi persoalan yang dihadapi hingga lima tahun kedepan. Perencanaan
Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan berdasarkan
strategi yang dibuat untuk diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan.

Disamping itu perencanaan strategis merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan
dalam bentuk rencana kerja setiap tahun dengan memperhitungkan kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.
Perencanaan Strategis mengandung tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang
realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan salah satu instrumen
pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintregasian antara keahlian
sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki
organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis, rasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem
manajemen nasional.

Latar belakang penyusunan Rencana Strategis adalah:

1. Untuk merespon perubahan lingkungan karena kondisi lingkungan yang cepat
berubah dan penuh dengan ketidakpastian;

Untuk mengatur hasil yang dicapai;

Untuk alat manajerial yang penting;

Untuk orientasi ke masa depan,;

Untuk dapat dilakukan penyesuaian seperlunya;

Untuk memenuhi kebutuhan publik;

N o gk~ D

Untuk menjadi dokumen perencanaan;

Sejara singkat berdirinya Sekretariat Daerah Kota Bontang, diawali dari
terbitnya Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan
Kota Bontang, sejak itu Bontang menjadi Kota Administratif yang merupakan
bagian dari pemekaran Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pada tahun 2000
Bontang resmi menjadi Kota Bontang selang 1 (satu) tahun terbitnya Undang-
Undang No. 47 Tahun 1999. Pada tahun 2001 disusun Perda nomor 2 Tahun 2001
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Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan,

seiring waktu dan regulasi dari pusat sehinnga mengalami perubahan Struktur

Organisasi dari tahun ke Tahun dan terakhir diterbitkan Peraturan Wali Kota Nomor

55 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis

yaitu sebagai berikut:

a.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bebas KKN;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur
dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
sebagiaman terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 39620);

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagiamana diubah
dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 No. 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657) sebagiamna diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015
Tenatang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58; Tambahan Lemabran Negara
Republic Indonesia No. 5679);

. Undang-Undang Noor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245: Tambahan Lembaga Negara
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42; Tambahan
Lembaga Negara No. 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangkah Panjang Daerahndan Rencana Pembangunan Jangkah Menegah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menegah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018
Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018
Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah(Berita Negara republik Indonesia TAhun 2019 Nomor
1447);
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p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019 Nomor 2; Noreg Peraturan Daerah Kalimantan Timur: (2-
98/2019).

r. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025.

s. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tenatang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039 (Lemabaran Daerah Kota
Bontang Tahun 2019 Nomor 13; Tambahan-Tambahan Daerah Nomor 47).

t. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

u. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis ini untuk menjabarkan lebih lanjut tujuan,
sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis ini juga menetapkan tujuan
jangka pendek (satu tahun) maupun tujuan jangka menengah (lima tahun).
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kota Bontang tahun 2021 — 2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi dan tujuan pembangunan pemerintah
Kota Bontang dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah, sehingga akan menjadi pedoman bagi proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban periode 5 (lima) tahun
kedepan.

2. Sebagai landasan operasional bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan
diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bontang, sehingga menjadi terarah,

terukur dan terpadu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
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3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program

serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika dan Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun
2021-2026 sebagai berikut:

l. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Il.  GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya
2.3. Kinerja Pelayanan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

I1l. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilin
3.3. Telaah Renstra
3.4. Telaah Tata Ruang dan Dokumen KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH
4.1. Tujuan Jangka Menengah
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah

V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH
5.1. Strategi dan Kebijakan

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
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VIl. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VIIl. PENUTUP
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Sejarah terbentuknya Sekretariat Daerah Kota Bontang diawali dengan
pemekaran dari Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Bontang hanya sebagai
Kecamatan yaitu Kecamatan Bontang dan pada tahun 1999 Kecamatan Bontang beralih
status menjadi Kota Administratif dan pada tahun yang sama Kota Administratif resmi
menjadi Kota Bontang setelah di terbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, seiring dengan waktu perubahan
regulasi dari pusat Sekretariat Daerah Kota Bontang mengalami beberapa perubahan
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, terakhir berubah sebagaimana telah diterbitkan
Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka tugas dan
fungsi jabatan struktural di Sekretariat Daerah, sebagai berikut:
a. Sekretrais Daerah
1. Tugas
Tugas Pokok Sekretaris Daerah Kota Bontang adalah membantu
Kepala Daerah dalam penyusunan Kkebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif
2. Fungsi
Fungsi Sekretaris Daerah Kota Bontang adalah:
Perencanaan program dan kegiatan sekretaris;

b. Pengendalian dan pengoordinasian Pelaksanaan program dan kegiatan
sekretaris;

Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

d. Pengoordinasian, pemantauan dan pengevaluasian kebijakan daerah
dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah maupun lembaga lain serta
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;

e. Pengevaluasian dan pelaporan kinerja sekretaris; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi sekretaris

daerah.
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b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Tugas

Tugas Pokok Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

adalah membantu Sekretaris Daerah dalam menyusunan kebijakan Daerah

di bidang pemerintahan dan hukum serta pengoordinasian penyusunan

kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

2. Fungsi

Fungsi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat adalah:

a.
b.

Penyusun kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan
rakyat:

Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
pemerintahan dan hukum;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;

Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan,
hukum dan kesejahteraan rakyat; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekertaris Daerah di bidang
pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan

tugasnya

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1. Tugas

Tugas Pokok Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah

membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan Daerah dan

pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian

dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang

dan jasa.



Rencana Strategis

Sekretariat Daerah
Tahun 2021 -2026

2. Fungsi
Fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah:

a. Mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan Daerah di  bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan
pengadaan barang dan jasa;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan
pengadaan barang dan jasa;

Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan
pengadaan barang jasa; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekertaris Daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan

pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugas.

d. Asisten Administrasi Umum
1. Tugas
Tugas Pokok Asisten Administrasi Umum adalah membantu
Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan
Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang
umum, organisasi dan protokol dan komunikasi pimpinan.
2. Fungsi
Fungsi Asisten Administrasi Umum adalah:
a. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, organisasi dan protokol dan
komunikasi pimpinan;
b. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
organisasi;
d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,

organisasi dan protokol dan komunikasi pimpinan;
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Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
Organisasi;

Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan apartur sipil negara
pada Perangkat Daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekertaris Daerah di bidang
umum, organisasi dan protokol dan komunikasi pimpinan yang

berkaiatan dengan tugasnya.

e. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 55 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah, maka struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang

diuraikan sebagai berikut:

1.
2.

Sekretaris Daerah

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat membawahi 3

(tiga) Bagian:

a.

Bagian Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Subbag:

» Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

» Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

» Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Subbag:

» Sub Bagian Perundang-undangan

» Sub Bagian Bantuan Hukum

» Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi 2 (dua) Subbag:
» Sub Bagian Bina Mental dan Spritual

» Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian:

a.

Bagian Pengadaan Barang dan jasa membawahi 3 (tiga) Subbag:

» Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

» Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

» Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi 3 (tiga)
Subbag:

» Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
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» Sub Bagian Perekonomian
» Sub Bagian Sumber Daya Alam

c. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Subbag:
» Sub Bagian Penyusunan Program
» Sub Bagian Pengendalian Program
» Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

4. Asisten Administrasi Umum membawahi 3 (tiga) Bagian:

a. Bagian Umum membawahi 3 (tiga) Subbag:
» Sub Bagian Tata Usaha pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
» Sub Bagian Keuangan
» Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

b. Bagian Organisasi membawabhi 3 (tiga) Subbag:
» Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
» Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
» Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawabhi 3 (tiga) Subbag:
» Sub Bagian Protokol
» Sub Bagian Komunikasi Pimpinan

» Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
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2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 55 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah, jumlah sumber daya manusia berdasarkan kondisi
sampai dengan Juni 2021 jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah
Kota Bontang sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) orang terdiri dari
PNS 116 orang dan TKD 126 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Eselon
No Uraian Staf Ilgllgg Jih
Il Il v
1 | Sekretaris Daerah 1 1
Staf Ahli 2 2
3 | Asisten Pemerintahan dan 1 1
Kesejahteraan Rakyat
4 | Bagian Pemerintahan 0 3 6 2 11
5 | Bagian Hukum 0 3 6 2 11
6 | Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 2 5 5 13
7 | Asisten Perekonomian dan 1 1
Pembangunan
8 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa 1 3 12 7 23
9 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 1 3 3 3 10
Alam
10 | Bagian Administrasi Pembangunan 1 3 3 1 8
11 | Asisten Administrasi Umum 1 1

12 | Bagian Umum 3 27 80 111

13 | Bagian Organisasi

14 | Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan 26 38

26 77 | 126 | 242

~N| kR
w
(o)

Jumlah 6
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Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan
Uraian Jeni_s PNS Non PNS Total
Kelamin
L |P |S3|S2(S1|D3 |SLTA|SLTP|SD| Jih [S1|D3|SLTA|SLTP| SD |Jlh

Sekretaris Daerah 1 11010] 0 0 1 1
Staf Ahli 2 111 2 2
Asisten Pemerintahan 1 1 1
dan Kesejahteraan 1
Rakyat
Bagian Pemerintahan 10] 1 116 3 9 |1 1] 10
Bagian Hukum 6|5 9 9 |1 1 2 | 11
Bagian Kesejahteraan 716 1132 2 8 |4 1 5 ] 13
Rakyat
Asisten Perekonomian 1 1 1 0 1
dan Pembangunan
Bagian Pengadaan 13|10 1182 5 16 |3|1] 3 71 23
Barang/Jasa
Bagian Perekonomian 8 |2 2 |5 711 1 1 ]3] 10
dan Sumber Daya Alam
Bagian Administrasi 513 115 1 7 1 1 8
Pembangunan
Asisten Administrasi 1 1 1 0 1
Umum
Bagian Umum 85|26 2 | 7|7 ] 10 5 31 |13|1 | 57 9 |80 | 111
Bagian Organisasi 2 19 1191 11 0] 11
Bagian Protokol dan 25|13 2 |42 4 12 |10{1 | 14 1 26| 38
Dokumentasi Pimpinan

Jumlah 165/ 77| 0 |15|57 |14 | 25 5 116|333 | 79 0 | 11 |126| 242

Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah
disusun oleh Perangkat Daerah bahwa untuk kebutuhan pegawai di
Sekretarit Daerah berjumlah 275 orang jumlah pegawai sesuai dengan
formasi yang ada 112 orang sedangkan formasi yang dibutuhkan
disesuaikan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap

tahunnya.

2.2.2. Asset dan Modal
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
Sekretariat Daerah Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

berupa aset tetap yaitu : tanah, gedung dan bangunan kantor, jalan, dan
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aset tetap lainnya terdiri dari aset tak berwujud dan aset lain-lain. Sarana
dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan diharapkan
dapat dimanfaatkan secara optimal dapat dilihat pada tabel beriku:

Tabel 2.3
Asset dan Modal

No Nama Barang Kondisi baik Kondisi tidak baik total
1 | Tanah 205 0 205
2 | Gedung dan bagunan kantor 42 0 42
3 | Jalan, jaringan dan Irigasi 4 0 4
4 | Aset tetap lainnya 23673 1561 22112
5 | Aset tak terwujud 33 0 33
6 | Aset lain-lain 263 0 263

2.3. Kinerja Sekretariat Daerah
Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bontang periode 2016-2021 menunjukkan
capaian kinerja Sekretariat Daerah selama lima tahun terakhir tercapai sangat baik
dan konsisten dengan nilai rata-rata capaian diatas 110%. Sedangkan pencapaian
realisasi anggaran menunjukkan peningkatan rasio capaian kinerja keuangan nilai
rata-rata capaian diatas 88,06%. Maka dengan capaian tersebut dapat
menggambarkan bahwa indikator kinerja dan kinerja keuangan Sekretariat Daerah

Kota Bontang terukur dengan baik.

2.3.a Kinerja Pelayanan Sekertariat Daerah
Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bontang periode 2016-

2021 berdasarkan tabel dibawah bahwa ada komponen pelayanan yang

masih mengalami penurunan capaian target yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kota Bontang menunjukkan capaian kinerja
Sekretariat Daerah selama lima tahun terakhir tidak tercapai sesuai target
dan cenderung mengalami penurunan. Pada target akuntabilitas kinerja
tidak bisa dicapai disebabkan kurannya komitme pimpinan perangkat

daerah terhadap capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan
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sebagian besar pejabat struktural kurang memahami tugas fungsi dan
output yang harus dihasilkan, maka dengan capaian tersebut dapat
menggambarkan bahwa indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota
Bontang belum terukur dengan baik.

2. Nilai SKM Kota Bontang menunjukkan capaian pelayanan Sekretariat
Daerah pada tahun ke 2 dan tahun ke 3 belum tercapai sesuai target
tetapi dari segi nilai sudah mulai menunjukkan kenaikan yang baik,
adapun target belum bisa dicapai disebabkan karena pengadaaan sapras
belum direncanakan dengan baik dan Layanan yang di berikan belum
didukung dengan teknologi. Dan pada target tahun ke 4 dan ke 5 sudah
menunjukkan capaian target yang baik dan nilai yang diperoleh
mengalami ke naikan, sehingga capaian tersebut dapat menggambarkan
bahwa indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bontang sudah terukur

dengan baik.
Evaluasi Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bontang

selama 5 (lima) tahun lalu yaitu 2016-2021, berdasarkan indikator yang

terukur dapat dilihat pada tabel beriku:
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Tabel Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Target Target Target _— . : :
Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Indikator Kinerja NSPK IKK Indikatior ’ P P P
Lain 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nilai LPPD 314 | 3,15 | 3,16 | 3,17 | 3,18 | 3,18| 3,27 | 3,28 | 343 | 3,86 |96,48| 101 | 104 | 109 | 108
2 |Nilai Akuntabilitas Kinerja Kota 65,00| 65,00| 66,25| 68,66| 70,10| 64,74| 65,10| 65,81 | 64,77| 64,78 99,00 | 100 99 94 92
Bontang
3 [Nilai akuntabilitas kinerja Instansi 0 0 0 |66,00|] 68,000 0 0 0 | 7011|7742 O 0 0 106 | 114
Sekretariat Daerah Kota Bontang
4 |Persentase Target Tersusunnya 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100
Produk hukum daerah yang
harmonis
5 |Nilai SKM Kota Bontang 0 |80,23|81,48|82,72| 83,97 0 | 76,13|79,77| 84,08/ 8459 0 |94,89| 97,90 102 | 101
6 |Nilai SKM Sekretariat Daerah 0 0 0 |66,00|] 69,000 0 0 0 70,1| 87,48 0 0 0 106 | 111
Kota Bontang
7 |Persentase Kebijakan 0 100 | 100 | 100 | 100 0 100 | 100 | 100 | 100 0 100 | 100 | 100 | 100
Perekonomian Daerah Yang
Adaptif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
8 |Persentase sanggahan terhadap 0 100 | 100 | 100 | 100 0 100 | 100 | 100 | 100 0 100 | 100 | 100 | 100
jumlah pengadaan barang dan
jasa yang dilelang
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2.3.b Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang periode 2016-

2021 berdasarkan tabel dibawah bahwa ada komponen belanja keuangan

yang timpang yaitu :

1. Pada Belanja Operasi Belanja Hibah pada tahun ke 2 target keuangan
sebesar Rp.5.995.173.300,- sedangkan untuk realisasinya hanya
Rp.1.787.903.743,- ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat
Daerah pada tahun tersebut tidak tercapai sesuai target. Pada tahun ke 2
tersebut atau tahun 2017 tidak bisa dicapai disebabkan proposal hibah
tidak lulus verifikasi dan sebagian belum ada proposalnya sehingga pada

Belanja Operasi Belanja Hibah tidak bisa terealisasi sesuai usulan.

2. Pada Belanja Modal Tanah pada tahun ke 2 target keuangan sebesar
Rp.7.977.355.000,- sedangkan untuk realisasinya hanya Rp.00,- ini
menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun
tersebut tidak tercapai sesuai target. Pada tahun ke 2 tersebut atau tahun
2017 tidak bisa dicapai disebabkan ada pengurangan penerimaan APBD
dari pemerintah pusat, selain itu juga tufoksi pada Bagian Pemerintahan
berubah sehingga pengadaan tanah dipindah ke Dinas Perumahan dan
Pemukiman, sehingga Sekretariat Daerah tidak merealisasikan pada

Belanja Modal Tanah.

3. Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun ke 1 target
keuangan sebesar Rp.674.270.000,- sedangkan untuk realisasinya
hanya Rp.00,- ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat
Daerah pada tahun tersebut tidak tercapai sesuai target. Pada tahun ke 1
tersebut atau tahun 2016 tidak bisa dicapai disebabkan ada pengurangan
penerimaan APBD dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah
dengan susah payah mengatur belanja sehingga pada Belanja Modal

Peralatan dan Mesin dirasionalkan.
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4. Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun ke 2 target
keuangan sebesar Rp.6.173.470.000,- sedangkan untuk realisasinya
hanya Rp.2.875.299.100,- ini menunjukkan bahwa capaian kinerja
Sekretariat Daerah pada tahun tersebut tidak tercapai sesuai target.
Pada tahun ke 2 tersebut atau tahun 2017 tidak bisa dicapai disebabkan
ada pengurangan penerimaan APBD dari pemerintah pusat sehingga
pemerintah daerah dengan susah payah mengatur belanja sehingga
pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dirasionalkan.

5. Pada Belanja Modal Aset Tetap Lainny pada tahun ke 2 target keuangan
sebesar Rp.15.000.000,- sedangkan untuk realisasinya hanya Rp.00,- ini
menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun
tersebut tidak tercapai sesuai target. Pada tahun ke 2 tersebut atau tahun
2017 tidak bisa dicapai disebabkan ada pengurangan penerimaan APBD
dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dengan susah payah
mengatur belanja sehingga pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

dirasionalkan.

Evaluasi Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang
selama 5 (lima) tahun lalu yaitu 2016-2021, berdasarkan laporan keuangan
Sekretariat Daerah Kota Bontang, menunjukkan peningkatan rasio capaian

kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel beriku:
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Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Tahun ke-
Anggaran | Realisasi
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1 2 3 4 5 (000.000) | (000.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
121.901.421. [103.262.769. | 107.961.754. | 111.020.898 | 101.680.356. | 102.820.443. | 79.494.525. [97.407.725. | 106.838.048. | 94.084.236. 109.165.439. | 96.128.995.9
BELANJA 213 488 411 057 399 040 276 948 325 92g|84.35 | 76,98 |90,22| 96,23 | 92,53 914 03
93.722.036. | 88.492.044. | 96.554.524. | 104.877.113. | 95.986.864. | 80.394.643. | 76.112.815.[86.879.892. | 100.931.506. | 88.854.740. 95.926.516.6 | 86.634.719.5
BELANJA OPERASI 483 488 561 557 349 040 776 195 591 2168578 | 86,01 189,98| 96,24 | 92,57 83 64
Belanja Pegawai 20.088.286. | 16.107.341. [ 18.884.359. | 20.948.062. | 21.689.631. [ 19.118.789. | 14.204.163.[17.057.769. ] 20.317.298. | 20.706.805.] 95,17 | 88,18 [90,33| 96,99 | 95,47 | 19.543.536. | 18.280.965.
148 383 876 884 320 786 305 546 334 171 322 228
Belanja Barang dan Jasa 70.894.180. | 66.389.529. | 69.537.141. | 79.883.750. | 67.938.333. | 59.489.298. | 60.120.748.|63.100.505. | 76.601.369. | 63.844.523.|83,91 | 90,56 |90,74| 95,89 | 93,97 70.928.586. | 64.631.289.
335 805 085 673 029 665 728 443 176 195 985 041
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Blanja Hibah 2.739.570.| 5.995.173.| 8.133.023.| 4.045.300.| 6.358.900.| 1.786.554.| 1.787.903.|6.721.617.| 4.012.839.| 4.303.411.|65,21| 29,82 |82,65| 99,20 | 67,68 5.454.393. 5.263.790
000 300 600 000 000 589 743 206 081 850 380 .298
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuanagan
28.179.384. 14.770.725.| 1140.722.|11.407.229.| 5.693.492.(22.425.800.| 3.381.709.(10.527.833.| 5.906.541. 5.229.496. 13.238.923. | 12.088.206.
BELANJA MODAL 730 000 985 850 050 000 500 753 734 712| 7958 | 22,89 92,29| 96,14 | 91,85 226 280
Belanja Tanah 27.505.114.| 7.977.355. 22.425.800. 81,53 17.741.234, | 15.201.577.
730 000 000 865 500
Belanja Peralatan dan Mesin 674.270.000( 6.173.470.| 10.675.237.| 5.902.784.| 4.589.712. 2.875.299.| 9.802.027.| 5669.178.| 4.138788.] 0 | 46,58 | 91,82 | 96,04 | 90,18 5.603.094, 6.835.301,
000 850 500 050 100 253 234 657 880 100
Belanja Gedung dan Bangunan 604.900.000 | 706.992.000 | 100.000.000| 552.300.000 506.410.400] 701.056.500 | 99.643.500| 541.968.055] 0 | 83,72 | 99,16 | 99,64 | 98,13 491.048.000 |  491.048.000
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja aset Tetap Lainya 15.000.000 | 25.000.000 | 141.000.000| 551.480.000 24.750.000 | 137.720.000 | 548.740.000 0 183.120.000 | 183.120.000
Belanja Aset Lainya
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Pemerintah Daerah yang
bertugas mengoordinasikan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Bontang menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam
pengembangan pelayanan untuk mewujudkan harapan masyarakat.

Adapun tantangan untuk mengimplementasikan tugasnya sebagai
unsur staf yang mengoordinasikan perangkat daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bontang. Tantangan tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:

a. Sejalan dengan konsep reformasi birokrasi dan reformasi manajemen
pemerintahan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dituntut Pemerintah Daerah mempunyai legalitas dan kapabilitas
untuk melakukan inovasi pelayanan publik.

b. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel,
hal ini juga menjadi sebuah tantangan bagi Sekretariat Daerah
bagaimana konsistensinya sebagai unsur staf Pemerintah Daerah dalam
rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan,
pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

c. Sekretariat Daerah yang berfungsi sebagai perumus kebijakan haruslah
menjadi leading sektor perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Bontang tentang standarisasi pembentukan peraturan/kebijakan daerah.
Kebijakan sebagaimana dimaksud mencakup kebijakan bidang
pemerintahan, pembangunan, kepegawaian/SDM aparatur, ekonomi

serta kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

Disamping tantangan yang dimiliki Sekretariat Daerah, juga
memiliki peluang yang dimiliki Sekretariat Daerah adalah:

a. Prestasi Kota Bontang melalui Sekretariat Daerah yang mendapatkan
nilai Tinggi (T) terhadap LPPD Pemerintah Kota Bontang memberi
peluang yang sangat besar untuk terus ditingkatkan dengan nilai Sangat
Tinggi (ST).

b. Sekretariat Daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai
SAKIP dari saat ini bernilai B menjadi nilai BB bahkan nilai AA.
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Permasalahan yang mempengaruhi rendahnya nilai SAKIP Kota
Bontang selama ini adalah pada sisi perencanaan. Dengan disusunnya
RPJMD baru dan Renstra perangkat daerah, seharusnya masalah
perencanaan dapat terselesaikan dan akan mendongkrak nilai SAKIP
Kota Bontang.

c. Sekretariat Daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai
reformasi birokrasi dari saat ini bernilai (66.20) Permasalahan yang
mempengaruhi rendahnya nilai reformasi birokrasi Kota Bontang selama
ini pada penilaiaan aspek pemenuhan masih rendahnya penguatan
kualitas pelayanan publik sedangkan untuk aspek reform vyaitu
rendahnya manejemen perubahan, penataan tatalaksana, dan
penguatan akuntabilitas. Dengan disusunnya RPJMD baru dan Renstra
perangkat daerah, seharusnya masalah penilaiaan indiKator-indikator
reformasi birokrasi yang masih rendah dapat ditangani agar dapat
mendongkrak nilai reformasi birokrasi Kota Bontang.

d. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah
saat ini bernilai 87.48. Hasil ini menunjukkan, bahwa secara
keseluruhan persepsi masyarakat terhadap layanan Sekretariat
Daerah bernilai” Baik”. Hasil ini tentulah sangat mengembirakan,
mengingat pelayanan publik merupakan salah satu indikator
penting dalam penilaian kinerja pemerintah. Sebagai Unit Kerja
penyedia pelayanan publik, Sekretariat Daerah dituntut agar
dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas layanan
publiknya. Hal tersebut tentu bisa dilakukan, yaitu dengan
merealisasikan. target Rensta pelayanan publik yang telah
ditetapkan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Sekretariat Daerah melalui penyelenggaraan pelayanan publik
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pemenuhan
standar layanan publik serta adanya inovasi pelayanan publik.

e. Sekretariat Daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan maturitas
tata kelola pengadaan barang/jasa sesuai peraturan LKPP No 5 Tahun
2019 tentang model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, kondisi

saat ini berada pada level 2/Esensi, permasalahan yang mempengaruhi
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adalah masih rendahnya penilaiaan pada domain proses yaitu variabel
manejemen pengadaan dan domain system informasi yaitu variabel
Sistem Informasi dengan penyusunan Renstra perangkat daerah dapat
mendongkrak penilaiaan index tata kelola pengadaan barang/jasa naik
ke level 5/Unggul.

Sekretariat Daerah menyusun kebijakan Daerah untuk meningkatkan
lanju pertumbuhan ekonomi Daerah, kondisi saat ini berada pada -0,78%
permasalahan yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi
daerah Kota Bontang selama ini adalah pada sektor non migas dengan
disusunnya RPJMD baru dan Renstra Perangkat Daerah, dapat
terselesaikan dan akan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Daerah
Kota Bontang pada sektor non migas.

Terkait dengan visi misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam
dokumen RPJMD, Sekretariat Daerah memiliki relevansi yang kuat
terhadap misi I, Il dan Il yakni Menjadikan Kota Bontang yang HARMONI,
BERKELANJUTAN dan BERDAYA SAING DAN SEJAHTERAH. Sekretariat Daerah
menjadi pilot kebijakan Daerah untuk Mewujudkan Kota Bontang yang
Lebih Hebat dan Beradab.
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BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang dinginkan serta

memperhatikan persaingan yang ketat sebagai akibat arus globaliasi, maka

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bontang agar

pelaksanaan pembangunan yang terencana dalam renstra tersebut dapat

menghasilkan kinerja yang sangat baik, dapat diidentifikasikan permasalahan

sebagai berikut :

a.

Belum optimalnya capaian nilai akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas
pemerintah daerah bidang administrasi. Hal ini terlihat masih ada beberapa
Perangkat Daerah dengan capaian nilai akuntabilitasnya di bawah nilai B, ini di
sebabkan kualitas SDM belum maksimal dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Pada tahun 2020 nilai akuntabilitas Perangkat Daerah dengan nilai
B di Kota Bontang masih terdapat 12 (dua belas) Perangkat Daerah,
sedangkan Perangkat Daerah dengan nilai CC masih ada 1 (satu) Perangkat
Daerah. Makan Pemerintah Kota Bontang perlu melakukan penguatan SDM
dan komitmen pimpinan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja sehingga nilai
akuntabilitas kinerja tingkat Kota bisa meraih dengan nilai minimal BB sesuai
target awal.

Reformasi  Birokrasi merupakan kebutuhan bagian penting dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai jawaban atas semua
permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka memastikan
terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, efektif dan
efesien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini terlihat
hasil indek reformasi birokrasi di Kota Bontang pada tahun 2020 vyaitu 66.20
dan nilai reformasi birokrasi Sekretariat Daerah tahun 2020 sebesar 28.18. Hal
ini reformasi birokrasi di Kota Bontang masih perlu dilakukan pembinaan di

seluruh Perangkat Daerah khususnya di Sekretariat Daerah.
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Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pemerintah
Kota Bontang saat ini bernilai 84,59 hasil ini menunjukkan bahwa secara
keseluruhan persepsi masyarakat terhadap layanan Pemerintah Kota
Bontang sudah baik. Hasil ini tentulah belum maksimal, mengingat
pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam
penilaian kinerja pemerintah. Sebagai leading sektor kebijakan
pelayanan publik, Sekretariat Daerah dituntut agar dapat membimbing
dan membantu meningkatkan kualitas layanan publik di Perangkat
Daerah yang masih nilainya kurang baik. Hal tersebut tentu bisa
dilakukan dengan komitmen bersama.

Belum optimalnya capaian nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah
bidang pemerintahan. Hal ini nilai LPPD Kota Bontang masih ada beberapa
kriteria yang belum maksimal dikarenakan kurangnya bukti pendukung yang
dilampirkan oleh penyedia data atau perangkat daerah, ini di sebakan kualitas
SDM belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun
2019 nilai LPPD Kota Bontang masih dengan nilai Tinggi (3,8607). Pemerintah
Kota Bontang perlu melakukan penguatan SDM dan komitmen pimpinan dalam
pencapaian target nilai LPPD dengan predikat Sangat Tinggi (ST).

Sekretariat Daerah yang berfungsi sebagai perumus kebijakan haruslah
menjadi leading sektor perangkat daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota
Bontang tentang standarisasi pembentukan peraturan/kebijakan daerah.
Kebijakan di bidang pemerintahan telah merumuskan beberapa kebijakan pada
Renstra periode 2016-2021 sebanyak 5 (lima) Kebijakan. Hal ini Sekretariat
Daerah sebagai leading sektor perumus kebijakan perlu merumuskan kembali
kebijakan sesuai dengan Visi Misi Wali Kota terpilih priode 2021-2026.

Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang
perekonomian daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas
pemerintah daerah dibidang peningkatan dan pengembangan perindustrian,
perdagangan, koperasi dan usaha mikro Kkecil, sarana perekonomian,
pengembangan investasi dan badan usaha milik Pemerintah Daerah (BUMD),
Kebijakan di bidang ekonomi telah merumuskan beberapa kebijakan pada

renstra periode 2016-2021 sebanyak 3 Kebijakan. Hal ini Sekretariat Daerah
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sebagai leading sektor perumus kebijakan perlu merumuskan kembali

kebijakan sesuai dengan visi misi Kepela Daerah terpilih priode 2021-2026.

terlihat masih sering terjadinya pelaksanaan pembangunan bidang
perekonomian berjalan kurang sinergis.

g. Kematangan UKPBJ dipandang perlu ditingkatkan semua domain sesuai
peraturan LKPP No 5 Tahun 2019 tentang model pengukuran tingkat
kematangan UKPBJ, dimana pada tahun 2020 tingkat kematangan UKPBJ
masi di level 2/Esensi untuk mendongkrak penilaiaan index tata kelola
pengadaan barang/jasa naik ke level 4/Strategis atau ke level 5/unggul. Perluh

mendapatkan perhatian khusus pada domain proses yaitu variable manejemen

pengadaan dan domain system informasi yaitu variabel Sistem Informasi.

Adapun gambaran permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok

dan fungsi yang dijalankan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Bontang

Isu Strategis

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

1

2

3

4

Capaian nilai akuntabilitas
kinerja penyelnggaraan
pemerintah daerah belum
optimal

Kualitas SDM belum
maksimal

Kompotensi SDM belum
sesuai dengan bhidang
tugas/pekerjaannya

Kurannya komitme pimpinan
perangkat daerah terhadap
capaian akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah

Sebagian besar pejabat struktural
kurang memahami tugas fungsi
dan output yang harus dihasilkan

Belum optimalnya kualitas
Reformasi Birokrasi Tingkat
Kota

Belum optimalnya
pelaksanaan reformasi
birokrasi tingkat OPD

Rendahnya kualitas
manajemen reformasi
birokrasi OPD

Kurangnya peran pimpinan OPD
terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi

Kualitas pelayanan publik

Pemenuhan sarana dan
prasarana belum sesuai
standar yang di tetapkan

pengadaan sarana dan
prasarana belum mengacuh
ke SPM

Pengadaaan sapras belum
direncanakan dengan baik

Kecepatan layanan belum
seuai dengan prosedur

Layanan yang di berikan
belum transpran

Layanan yang di berikan belum
didukung dengan teknologi

Evaluasi kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Kualitas SDM belum
maksimal

Kompotensi SDM belum
sesuai dengan hidang
tugas/pekerjaannya

Kurang komitmen pimpinan
perangkat daerah terhadap
capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Penyelanggaran otonomi
daerah

Belum optimalnya kerjasama
daerah

Belum adanya peta potensi
kerjasama daerah

Minimnya koordinasi lintas
perangkat daerah
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Penyelesaian tapal batas
belum tuntas

Penyelesaian tapal batas
kota

Belum terjadi kesepakatan
dengan daerah perbatasan

Pemekaran kecamatan dan
kelurahan

Belum ada persutujuan dari
DPRD

Belum optimalnya
Pelaksanaan Kebijakan
Ekonomi daerah

Belum maksimalnya
pengembangan usaha mikro

Belum maksimal
pendampingan peningkatan
daya saing produk

Belum maksimal pembinaan
usaha mikro yang meliputi
bimbingan teknis, pelatihan dan
pemasaran

Minimnya akses permodalan
usaha mikro

Minimnya tempat promosi
usaha mikro

Sarana prasarana belum
memadai terutama dalam rangka
promosi usaha mikro

Belum optimalnya
pelaksanaan kerjasama
dengan dunia usaha

Belum optimalnya kerjsama
antar BUMD dan dunia
usaha lainnya

Kurangnya kolaborasi BUMD
dengan dunia usaha lainnya

Belum Optimalnya kualitas
UKPBJ

Nilai kematangan UKPBJ
masi rendah

Rendahnya nilai domain
proses dan domain sistem
informasi

Rendahnya nilai variable
manejemen pengadaan dan
variabel system informasi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Sekretariat Daerah dalam menyusun Renstra erat kaitannya dengan

RPJMD sebagai bentuk paparan lebih lanjut dari visi misi dan program kepala
daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini bertujuan agar terjadinya sinergi antara
tujuan yang ingin dicapai melalui visi misi Kepala Daerah dengan tujuan yang
dicapai Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bontang.

Visi Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Bontang
tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan
Beradab”.

Adapun keterkaitan antara visi, misi dan program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih dengan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat dan Beradab

Permasalahan Faktor
No | Misi dan KDH dan WKDH Pelayaggwefaet:angkat Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 | Kota Bontang Yang 1. Belum sinergitas dan 1. Belum ada aplikasi 1. Komitmen antara dan
HARMONI Melalui kolaborasi yang pemerintah dan pihak
Pemantapan Sinergi Dan penyusunan program mengintegrasikan data swasta dan
Kolaborasi Pemerintah, pemerintah dan dan informasi dalam dukungan anggaran.
Masyarakat Dan Dunia swasta penyusunan program 2. Komitmen Kepala
Usaha Dalam pemerintah dan Daerah, dukungan
Pembangunan 2. Belum optimalnya swasta anggaran dan SDM
pembinaan dan 2. Masih kurangnya yang mumpuni.
pengembangan usaha akses permodalan
mikro. pengembangan usaha
mikro.
2 | Pembangunan. 1. belum maksimalnya |1. Masih terdapat 1. Intensitas
Kota Bontang Yang kordinasi kehijakan pelayanan yang telah koordinasi,
BERKELANJUTAN Yang dibidang ekonomi memiliki SOP belum pengawasan dan
Layak Huni, Estetis, mikro dilaksanakan sesuai evaluasi dari
Cerdas Dan Berwawasan time scedule Bagian Ekonomi
Lingkungan Melalui
Pemantapan Ekonomi,
Sosial Budaya Dan
Infrastruktur
3 | Kota Bontang Yang 1. Belum maksimal 1. Beum ada wadah 1. Dukungan dan
BERDAYA SAING Dan sinergitas antara koordinasi antara komitmen kepala
SEJAHTERA Melalui stakeholder di bidang stakeholder di bidang daerah dan
Peningkatan Kualitas keagamaan. ke agamaan stakeholder.
Sumber Daya Manusia.

3.3. Telaah Renstra

Sasaran Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel:
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Tabel 3.3.a
Telaah Renstra K/L

2020 Target 2024

No Sasaran Indikator Sasaran
1 Meningkatkan kualitas Indeks Demokrasi Indonesia 77,36% 78,66%
demokrasi Indonesia Tingkat partisipasi masyarakat dalam 77,5% 79,5% Target
Pemilukada dan Pemilu Pilkada dalam pemilu
sesuai RPJM
2020-2024
Indeks Kinerja Ormas - Nilai 70
2 Meningkatkan implementasi Indeks Ketahanan Nasional Gatra Nilai 2,38 Nilai 2,40
nilai-nilai Pancasila di Ideologi
Daerah Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) | 67,1 67,5
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Nilai 2,865 | Nilai 2,885
Ekonomi
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Nilai 2,310 | Nilai 2,330
Budaya
3 Meningkatnya kewaspadaan Indeks Kewaspadaan Nasional -* 64
nasional
4 Meningkatnya kualitas Jumlah daerah dengan Indeks -* 150 Daerah
penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas
trantibumlinmas kategori "Baik"
Indeks kepuasaan masyarakat dalam -* Nilai 60
penyelenggaraan trantibumlinmas
5 Meningkatnya kapasitas dan Persentase pemenuhan pengembangan 15% 80%
kualitas SDM aparatur kompetensi SDM aparatur minimal 20
pemerintahan dalam negeri Jam Pelajaran (JP) per tahun
Tingkat Kapabilitas Auditor Level 3 Level 3
(75%) (100%)
Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Level 3 Level 3
Nasional (75%) (100%)
Indeks kepuasan stakeholder terhadap Nilai 3,00 Nilai 3,60
kinerja alumni
6 Meningkatnya harmonisasi Indeks kepatuhan penyusunan produk 269 daerah 541 daerah
kualitas produk hukum pusat hukum daerah
dan daerah pengguna Pusat 21 lembaga 40 lembaga | -* Nilai 85
2 Penyediaan DP4 untuk Mendukung (Sangat
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Tinggi)
Serentak
7 Meningkatnya tata kelola Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD -* Nilai 85
pemerintahan dalam negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sangat
yang adaptif, profesional, daerah Tinggi)
proaktif, dan inovatif Nilai evaluasi penyelenggaraan Nilai 2,85 Nilai 3,2
pemerintahan daerah (Cukup) (Sangat
Tinggi)
Persentase daerah yang memenuhi 30% 100%
tahapan penerapan SPM
Indeks sinkronisasi penyelenggaraan -* Nilai 80
urusan pemerintahan daerah (Sangat
Sinkron)
Persentase desa dengan nilai Indeks 10% 75%
penyelenggaraan pemerintahan desa
kategori nilai “Baik”
Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Nilai 36 Nilai 37
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Daerah.
7 | Persentase daerah yang mempunyai nilai | -* 36%
indeks inovasi tinggi
8 | Jumlah kelembagaan penelitian dan 55 Daerah 165 Daerah
pengembangan di daerah dengan kategori
“utama”
9 | Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah | Nilai 80 Nilai 100
10 | Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah -* Nilai 90 (A)
8 Terjaminnya hak-hak 1 | Persentase cakupan layanan pendaftaran 90% 100% cakupan
keperdataan setiap warga penduduk dan pencatatan sipil cakupan kepemili kan
negara dalam aspek kepemili dokumen
kependudukan dan kan kependu
tersedianya data dokumen dukan bagi
kependudukan untuk semua kependu yang melapor
keperluan dukan bagi kan
yang
melapor kan
2 | Jumlah lembaga pengguna yang 1.923 3.123
menandatangani Kerjasama pemanfaatan | Lembaga Lembaga
data kependudukan nasional untuk Pengguna Pengguna
pelayanan publik (komulatif)
9 Meningkatnya tata kelola 1 | Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan -* Nilai 60
penyelenggaraan Kewilayahan
kewilayahan
10 | Meningkatnya kualitas 1 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian | Nilai 85,01 | Nilai 93,01
reformasi birokrasi di Dalam Negeri
lingkungan Kementerian
Dalam Negeri
11 | Terwujudnya Kementerian 1 | Indeks Pengawasan Internal Nilai 80 Nilai 100
Dalam Negeri yang 2 | Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus | Nilai 80 Nilai 85
akuntabel dan berintegritas
12 | Meningkatnya kemanfaatan 1 | Persentase hasil kelitbangan yang 40% 65%

hasil penelitian dan
pengembangan sebagai
rujukan utama dalam
penataan kebijakan di
lingkungan Kementerian
Dalam Negeri

direkomendasikan sebagai bahan
masukan kebijakan Kementerian 4

Berdasarkan Tabel 3.3.a di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran

strategis Kementerian Dalam Negeri tidak ada keterkaitan langsung dengan

pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bontang namun ada beberapa indikator

sasaran Renstra Kemendagri yang sejalan dengan tugas dan fungsi di

Sekretariat Daerah Kota Bontang yaitu:

1. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

2. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

3. Indeks reformasi birokrasi Kemendagri.
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Sasaran Sekretariat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan

Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 3.3.b

Sasaran Sekretariat Daerah Periode 2019-2023

No Sasaran Indikator Sasaran Target
2019 2023
1 | Meningkatnya kinerja Peringkat EKPPD 6 4
penyelengaraan Presentase produk hukum yang 75 90
pemerintah daerah disahkan
Indeks Kelembagaan 87 97
Nilai rata-rata Skor Kepuasan 81 85
Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan
2 | Meningkatnya kualitas Persentase kebijakan bidang Kesra 80 90
koordinasi yang ditindaklanjuti
pembangunan Tingkat inflasi daerah 3,5+1 3,5+1
Persentase Kebijakan KSP yang 15 25
ditindaklanjuti
Maturitas UKPBJ 3 5
Persentase kerjasama yang 85 95
ditindaklanjuti

Berdasarkan Tabel 3.3.b di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran

strategis Sekretariat Daerah Provinsi tidak ada keterkaitan langsung dengan

pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bontang namun ada beberapa indikator

sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sejalan

dengan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kota Bontang yaitu:
1. Perangkat EKPPD

Presentase produk hukum yang disahkan

2

3. Nilai rata-rata Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan;
4. Maturitas UKPBJ;
5

Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
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Beberapa Permasalahan yang mempengaruhi pelayanan pada Sekretariat
Daerah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemahaman ASN terkait tugas dan fungsi;

2. Belum optimalnya informasi dan laporan kegiatan setiap bagian;

3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanakan tugas dan
kegiatan;

4. Belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi baik antara instansi
terkait maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

5. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program/
kegiatan;

6. Kurangnya pemahaman tentang perlunya penataan aset di OPD.

3.4. Telaah Tata Rauang dan Dokumentasi KLHS

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya OPD, setiap
SKPD dalam kaitanya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat
tentunya harus memperhatikan faktor — faktor Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) yang mengacu pada Kawasan strategis kota dan kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) juga mengacu pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan
Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua dan Menguatkan
Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan,
Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan
yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Hali ini agar manfaat dan hasil dari pelaksanaan pembangunan dapat
dirasakan dan pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi sia — sia dan tidak
merusak lingkungan. Bila dilihat dari tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah
Kota Bontang tidak terdapat hubungan cukup signifikan dengan RTRW dan
KLHS secara langsung. Namun dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretaris Daerah khusunya dalam penyusunan perumusan kebijakan
pemerintahan daerah, makan analisis RTRW dan KLHS perlu diperhatikan agar
hasil — hasil rumusannya kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan
dengan hasil RTRW dan KLHS serta berujung pada dukungan terhadap
percepatan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakli Kepala Daerah

terpilih.

30



Rencana Strategis

Sekretariat Daerah
Tahun 2021 -2026

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya seperti capaian kinerja
rencana strategis 5 (lima) tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi,
permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, telaah terhadap
visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta telaahan terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis, maka Issu-lssu
Strategis di lingkungan Sekretariat Derah yang perlu mendapatkan perhatian
dan penanganan untuk penyelesaian 5 (lima) tahun ke depan meliputi:
1. Belum optimalnya sinergitas dan kinerja pelaksanaan tugas bidang
pemerintahan daerah.
2. Belum optimalnya sinergitas dan kinerja pelaksanaan tugas
pemerintahan daerah bidang otonomi daerah dan kerjasama.
3. Belum optimalnya tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Belum optimalnya tertib administrasi pengendalian serta pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Belum stabil dan mantapnya struktur perekonomian daerah.
Belum memadainya sarana dan prasarana produksi penunjang
perekonomian.
7. Belum optimalnya upaya peningkatan pembinaan dan kesejahteraan
rakyat.
8. Belum optimalnya upaya peningkatan fasilitasi bina mental dan spiritual
dalam kehidupan beragama.
9. Belum optimalnya tatakelola pemerintahan bersih dan akuntabel dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
10. Belum efektif, efisien dan tertib administrasi dalam pengelolaan
keuangan daerah.
11. Belum optimalnya pelaksanaan keprotokalan dan komunikasi pimpinan
dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
12. Belum optimalnya pelaksanaan tugas bidang umum khususnya terkait
dengan bidang rumah tangga dan perlengkapan dalam rangka

menunjang kinerja pimpinan.
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Sekretariat Daerah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Tahun 2021-2026. Tujuan dan

Sasaran Sekretariat Daerah dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

Data Capaian

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

No Tujuan . . Sasaran Indikator sasaran Satuan pada Tahun
Indikator Tujuan Awal 1 9 3 A 5
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - BB BB BB BB A
1. Nilai SAKIP Setda Nilai BB (78,83) (79.15) (79.25) | (79.50) (79,75) (80,10)
L Meningkatnya Kinerja 1 Indgk reform asl 1. Meningkatnya Pelayanan
birokrasi S
Perangkat Daerah . kinerja Perangkat Daerah
sekretariat daerah o o
2. Nilai SKM Setda Nilai B (87,80) B (88,10) | B (88,20) | B (88,30) | BB (88,31)| BB (88,40)
. o 1. Nilai LPPD Nilai T (3.87 T(3.87) | T(3.90) | T(4.00) | T(4.10) | T(4.20
Meningkatnya Efektifitas , , . " el (387) (387) (3:90) (4.00 (4.10) (4.20)
2 : 1. Indek reformasi  |2. Meningkatnya kinerja
Penyelenggaran Pemerintah birokrasi intah h
Daerah irokrasi Pemerintah Daera 2 Nilai SAKIP Kota .
Nilai B (67,66) B (71,66) | B (73,66) | B (76,66) | B (76,80)| B (77,10)

Bontang

32




Rencana Strategis
Sekretariat Daerah
Tahun 2021 -2026

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH

5.1. Sasaran dan Strategis
Sekretariat Daerah menetapkan 2 (dua) strategi dan 2 (dua) kebijakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas. Strategi dan kebijakan
tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Sasaran Strategi

Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan

2 3 4 5

1. Nilai SAKIP Setda

1 Meninakatnva Pelavanan Menyusun perencanaan dan Menyusun dokumen perencanaan
' kiner'agPergn Kat Igaerah pelaporan kinerja yang bersih dan yang matang sebagai basis
J g akuntabel akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah
2. Nilai SKM Setda
1. Nilai LPPD
. L enyusun Dokumen perencanaan enyusun dokumen penyelenggaraan
2. Meningkatnya Kinerja M Dok M dok |
' Pemer?ntahgn Daerja h yang efektif, efisien, transparan, pemerintahan daerah sebagai fieed
akuntabel dan partisipasi back peningkatan kinerja Pemerintah

2. Nilai SAKIP Kota
Bontang
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5.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan

_ Arah Kebijakan
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

Nilai SAKIP Setda BB (79,15) BB (79,25) BB (79,50) BB (79,75) A (80,10)
1 Meningkatnya Pelayanan kinerja

Perangkat Daerah

Nilai SKM Setda B (88,10) B (88,20) B (88,30) BB (88,31) BB (88,40)

Nilai LPPD T (3.87) T (3.90) T (4.00) T (4.10) T (4.20)
2 | Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP Kota Bontang B (71,66) B (73,66) B (76,66) B (76,80) B (77,10))
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Rencana pogram dan kegiatan serta penetapan pendanaan indikatif
untuk mencapaia sasaran yang direncanakan, memerlukan pertimbangan
komprehensif atas sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia
maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah. Informasi
kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah akan
menjadi pertimbangan khusus sehingga ditentukan anggaran yang proporsional
yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian.

Untuk mencapai 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang telah
ditetapkan Sekretariat Daerah pada bab sebelumnya, maka Sekretariat Daerah
merencanakan 3 program dan 19 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut

diuraikan pada tabel berikut ini.
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Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Serta Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Kota Bontang 2021-2026

Rencana Strategis
Sekretariat Daerah
Tahun 2016 -2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Data Capaian Kondisi Kinerja
) : Program pada Tahun . . . , : i Penanggung .
No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan e gt . Satuan Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Peﬁ?ﬂzgglsrtra Jawab | Lokasi
Kegiatan (output) Perencanaan
Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Tartge Rp [Target| Rp Ta;ge Rp
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. |Meningkatkan [Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG  |Nilai IKM Persen B (85,50) B |[67.757.5| B [68.436.0/ B [69.078.2| B [69.7358| B |73.909.8 B |73.909.8
Kinerja Pelayanan URUSAN PEMERINTAHAN |Perangkat Daerah (85,50 | 65.166((86,20 | 64.676|(87,00| 87.762|(88,31| 42.442|(88,40) | 2.2144((88,40 | 22.144
Perangkat kinerja DAERAH ) ) ) ) )
Daerah Perangkat KABUPATEN/KOTA
Daerah Presentase Persen 100 100 100 100 100 100 100
implementasi
kebijkan reformasi
birokrasi
1 Perencanaan, Jumlah dokumen Dokumen 6 6 |148500.f 6 |120.000.f 2 |130.000.[ 2 |135.000.| 2 |148.500.| 2 |148.500.
Penganggaran, dan  |perencanaan dan 000 000 000 000 000 000
Evaluasi Kinerja laporan
Perangkat Daerah
Penyusunan Jumlah dokumen | Dokumen 3 3 [148500.| 6 [120.000.| 2 |130.000.| 2 [135.000. 2 |148.500.| 2 |148.500.] Umum |Bontang
Dokumen Perncanaan | perencanaan dan 000 000 000 000 000 000
Perangkat Daerah laporan
Koordinasi dan Laporan Capaian | Dokumen 3 3 Umum  [Bontang
Penyusunan Laporan | Kinerja dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
2 Administrasi Jumlah Pegawai Orang 125 125 |21.994.4| 125 (21.478.0| 130 |21.358.0| 135 (21.608.8| 140 |22.4780| 140 |22.47809
Keuangan Perangkat [yang mendapatkan 96.399 90.749 90.749 48.325 90.749 0.749
Daerah layanan
administrasi
keuangan
Penyediaan Gaji dan  [Jumlah PNS Orang 125 125 |21.994.4| 125 (21.478.0| 130 |21.358.0( 135 [21.608.8| 140 |22.4780( 140 |22.47809| Umum |Bontang
Tunjangan ASN 96.399 90.749 90.749 48.325 90.749 0.749

36




Rencana Strategis
Sekretariat Daerah
Tahun 2016 -2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
IndiéatorKinerja Dat: CTap'?ian Kondisi Kinerja .
f i rogram pada fahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun- Tahun-4 Tahun- i enanggung :
No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan | S2UaN awal ahu ahu ahun-3 ahu ahun-5 Pepizgg gﬁ:gtra Jawab | Lokasi
Kegiatan (output) Perencanaan
Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Tartge Rp [Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Koordinasi dan Laporan Umum  (Bontang
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Penyusunan Laporan Umum  [Bontang
Pelaporan dan
Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran
3 Administrasi Jumlah pegawai Orang 250 250 |100.000.| 250 |106.800.| 250 |115.800.| 250 |131.800.| 250 |267.000.| 250 |267.000.
Kepegawaian yang mendapatkan 00 000 000 000 000 000
Perangkat Daerah layanan
administrasi
kepegawaian
Pengadaan Pakaian |Jumlah pakaian Stel 270 270 (11.560.0| 270 |11.360.0| 270 |15.360.0 270 |16.360.0| 270 |117.000.| 270 |117.000. Umum  [Bontang
Dinas Beserta Atribut  |dinas yang 00 00 00 00 000 000
Kelengkapannya diadakan
Pendidikan Jumlah pegawai Orang 24 24 |88.440.0| 24 |95.440.0f 9 |100.440.| 10 |[115.440. 10 |150.000.| 10 |150.000. Umum  [Bontang
danPelatihan Pegawai |yang mengikuti 00 00 000 000 000 000
Berdasarkan Tugas  |pendidikan dan
dan Fungsi pelatihan teknis/
fungsional
Sosialisasi Peraturan  [Jumlah kegiatan Kali
Perundang-Undangan |sosialiasi yang
difasilitasi
4 Administrasi Umum |Jumlah layanan Layanan 50 50 |6.589.24| 50 |6.568.84| 50 |6.735.84| 50 |6.797.84| 50 |[7.514.84| 50 |7.514.84
Perangkat Daerah administrasi umum 1.387 7.037 7.037 7.037 7.037 7.037
Penyediaan Jumlah jenis Jenis 32 32 |100.000.| 32 |[110.000.| 34 |115.500.| 37 |120.000.| 39 |140.000.( 39 |140.000.f Umum |Bontang
Komponen Instalasi  [komponen instalasi 000 000 000 000 000 000
Listrik/Penerangan listrik
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan [Jumlah jenis Jenis 25 25 |1.190.61| 25 |1.090.61| 27 |1.190.61| 30 |1.200.61| 33 |1.550.61| 33 |1.550.61f Umum |Bontang
dan Perlengkapan peralatan dan 8.323 8.323 8.323 8.323 8.323 8.323
Kantor perlengkapan
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Indikator Kinerja
Program

Data Capaian
pada Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

Penanggung

No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan | S2UaN awal Pepizgg gﬁ:gtra Jawab | Lokasi
Kegiatan (output Perencanaan
giatan (output) Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Tartge Rp |Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
kantor yang
disediakan
Penyediaan Bahan  [Jumlah jenis logistik |  Jenis 25 25 |173.498.| 25 |173.498.| 30 |[177.498.| 33 |178.498.| 37 [203.498.| 37 |203.498.| Umum |Bontang
Logistik Kantor yang disediakan 194 194 194 194 194 194
Penyediaan Barang  [Tingkat Pemenuhan |  Jenis 11 11 |104.898.| 11 |94.898.0| 14 |97.898.0| 18 (98.898.0f 22 [120.898.| 22 |[120.898.| Umum |Bontang
Cetakan dan layanan 020 20 20 20 020 020
Penggandaan Administrasi Umum
Penyediaan Bahan Jumlah bahan Jenis 4 4 Umum  [Bontang
Bacaan dan Peraturan |bacaan yang
Perundang-undangan |disediakan
Fasilitasi Kunjungan  |Jumlah Tamu Yang Jenis 3 3 1320.394.| 3 |350.000. 355.000. 357.000. 400.000. 400.000. Umum  [Bontang
Tamu Difasilitasi 350 000 000 000 000 000
Penyelenggaraan  [Jumlah Rapat Kali 350 350 [4.699.83| 350 |4.749.83| 746 |4.799.83| 791 |4.842.83| 835 |5.099.83| 835 |5.099.83| Umum |Bontang
Rapat Koordinasi dan [koordinasi dan 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Konsultasi SKPD konsultasi yang
dilaksanakan
Pengadaan Barang |Jumlah Jenis Jenis 15 15 [100.000.| 11 |52.000.0| 13 |1.052.00| 14 |554.000.| 15 |[257.500.| 15 |257.500.
Milik Daerah Pengadaan Barang 000 00 0.000 000 000 000
Penunjang Urusan  [Milik Daerah
Pemerintah Daerah
Pengadaan Jumlah Kendaraan Unit 2 2 2 650.000. 2 |390.000. Umum  [Bontang
Kendaraan Dinas Jabatan 000 000
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Pengadaan Jumlah Kendaraan Unit 6 6 2 |350.000.f 2 |110.000. Umum  [Bontang
Kendaraan Dinas Dinas Operasional 00 000
Operasional atau
Lapangan
Pengadaan Mebel Jumlah jenis Jenis 10 10 |100.000.| 11 |52.000.0| 13 |54.000.0| 14 |[56.500.0f 15 [257.500.| 15 |[257.500.] Umum |Bontang
Meubelair 000 00 00 00 000 000
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Indikator Kinerja
Program

Data Capaian
pada Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

Penanggung

No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan | S2UaN awal Pepizgg gﬁ:gtra Jawab | Lokasi
Kegiatan (output Perencanaan
giatan (output) Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Tartge Rp |Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6  Penyediaan Jasa Jumlah Jenis 8 8 [27.205.4| 8 |27.572.6| 8 |[28.1327| 8 |28439.1| 8 |[29.1785| 8 [29.178.5
Penunjang Urusan  [Penyediaan Jasa 15.820 57.402 42.703 07.286 62.650 62.650
Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Surat yang Paket 10 10 [2.295.00| 10 |2.524.50| 16 |2.650.72| 17 |2.783.26| 17 |2.922.42| 17 |(2.922.42| Umum (Bontang
Surat Menyurat dikirim 0 0 5 1 4 4
Penyediaan Jasa Jumlah gedung Tahun 1 1 [4.78752| 1 |5.01298| 1 |5.12353] 1 |525243| 1 |[559255| 1 [5.592.55| Umum |Bontang
Komunikasi, Sumber |yang difasilitasi 7.500 0.250 1.693 5.725 7.512 7.512
Daya Air dan Listrik  |layanan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga Jenis 297 297 |22.41.55| 297 |22.557.1| 297 |23.006.5 297 |23.183.8| 297 |23.583.0{ 297 |23.583.0f Umum |Bontang
Pelayanan Umum kebersihan, 93.320 52.652 60.285 88.299 82.714 82.714
Kantor keamanan dan
Tenaga Non PNS
7 Pemeliharaan Jumlah Jenis Jenis 60 60 |4.003.30| 60 |(4.213.63| 60 |4.333.31| 60 [4.577.73| 60 |5.380.42| 60 [5.380.42
Barang Milik Daerah |Barang yang Milik 5.989 6.588 8.417 4.338 1.055 1.055
Penunjang Urusan  |Daerah yang di
Pemerintahan Pelihara
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Mobil Unit 2 2 |597.067.| 2 |656.774.| 2 |679.613.| 2 [724.094.| 2 [770.298.| 2 [770.298.| Umum |Bontang
Pemeliharaan, Biaya [Jabatan yang 999 799 539 216 927 927
Pemeliharaan dan dilakukan
Pajak Kendaraan pemeliharaan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Unit 165 165 |1.353.05| 160 |1.458.36| 160 [1.500.78| 160 |1.550.92| 160 [1.722.96| 160 |1.722.96| Umum |Bontang
Pemeliharaan, Biaya |dinas/operasional 7.990 3.789 1.978 1.077 7.131 7.131
Pemeliharaan, Pajak, [yang memenuhi
dan Perizinan perizinan
Kendaraan Dinas
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Indikator Kinerja
Program

Data Capaian
pada Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

Penanggung

No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan | S2UaN awal Pepizgg gﬁ:gtra Jawab | Lokasi
Kegiatan (output Perencanaan
giatan (output) Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Tartge Rp |Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah Jenis 10 10 |1.102.43| 10 |1.162.67| 12 |1.200.30| 14 |[1.300.97| 16 |[1.603.82| 16 |[1.603.82 Umum  [Bontang
Peralatan dan Mesin  |perlengkapan 0.000 3.000 6.650 1.983 0.582 0.582
Lainnya gedung kantor yang
dipelihara
Pemeliharaan/Rehabili [Jumlah jenis Jenis 15 15 |950.750.| 15 |935.825.| 15 |952.616.| 15 |[1.001.74| 15 |[1.283.33| 15 |[1.283.33 Umum  [Bontang
tasi Gedung Kantor  |peralatan gedung 000 000 250 7.063 4,416 4.416
dan Bangunan kantor yang
Lainnya dipelihara
8 Administrasi Jumlah Orang 2 2 |987.209.| 2 |1.085.93| 2 |(1.100.22| 2 |1.122.23| 2 |1.257.10| 2 |1.257.10
Keuangan dan KDH/WKDH yang 930 0.923 7.469 8.843 0.785 0.785
Operasional Kepala |mendapatkan
Daerah dan Wakil layanan
Kepala Daerah administrasi
keuangan
Penyediaan Gaji dan |Gaji Kepala Daerah Bulan 12 12 |823.209.| 12 |905.530.| 12 |910.807.| 12 |[928.347.| 12 [1.048.26| 12 |1.048.26 Umum  [Bontang
Tunjangan Kepala dan wakil 930 923 469 843 5.235 5.235
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Penyediaan Pakaian [Jumlah Pakaian Stel 20 20 |164.000.| 20 |[180.400.| 14 |189.420.| 14 |193.891.| 14 |208.835.| 14 |208.835.| Umum |Bontang
Dinas dan Atribut Dinas yang 000 000 000 000 550 550
Kelengkapan Kepala |diadakan
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
9 Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Jenis 30 30 |2.785.60( 30 |2.934.16| 35 |(3.081.86| 42 |3.136.96| 49 |(3.519.81| 49 |[3.519.81
Kerumahtanggaan  [Kerumahtanggaan 1.144 1.258 9.321 2.787 0.927 0.927
Sekretariat Daerah  |Sekretariat Daerah
Penyediaan Jumlah jenis Jenis 15 15 |1.607.47| 15 |1.688.22| 18 |1.721.13| 22 |(1.748.18| 25 [1.919.59| 25 |(1.919.59| Umum |Bontang
Kebutuhan Rumah pengadaan 2.981 0.279 1.293 7.858 7.251 7.251
Tangga Kepala peralatan rumah
Daerah jabatan
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Tahun 2016 -2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Data Capaian Kondisi Kinerja
No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (ouﬁgggwre?n(]an Satuan pad:;:run Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Peﬁsgggkew;tra PenJa:Vg\;lng;ng Lokasi
Kegiatan (output Perencanaan
giatan (output) Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Ta;ge Rp |Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Penyediaan Jumlah jenis Jenis 15 15 |1.178.12| 15 [1.245.94| 17 |1.360.73| 20 |(1.388.77| 24 |(1.600.21] 24 |1.600.21] Umum Bontang
Kebutuhan Rumah pengadaan 8.163 0.979 8.028 4.930 3.676 3.676
Tangga Wakil Kepala |peralatan rumah
Daerah jabatan
10 Penataan Organisasi [Jumlah kegiatan Kegiatan 13 13 |380.147.| 13 [437.169. 11 [462.745.| 12 |503.156.] 13 |564.880.] 13 [564.880.
penataan 500 625 069 829 353 353
organisasi
Pengelolaan Jumlah kegiatan Kegiatan 6 6 |120.139. 6 |[138.160., 4 [158.884.| 5 |[172.717.| 6 |210.124.| 6 |210.124.| Organisasi |Bontang
Kelembagaan dan pengelolaan 500 425 489 162 736 736
Analisis Jabatan kelembagaan dan
anjab
Fasilitasi Pelayanan  |Jumlah kegiatan Kegiatan 4 4 1260.008.| 4 299.009. 4 |303.860.] 4 |330.439.] 4 |354.755.| 4 |354.755.| Organisasi |Bontang
Publik dan Tata fasilitasi pelayanan 000 200 580 667 617 617
Laksana publik dan
tatalaksana
11 Pelaksanaan Jumlah Fasilitasi Kegiatan 776 776 |3.363.64| 791 [3.166.77| 811 (3.213.64| 831 |3.226.64| 851 |3.343.10[ 851 [3.343.10
Protokol dan Kegiatan Protokol 6.997 1.094 6.997 6.997 8.588 8.588
Komunikasi dan Komunikasi
Pimpinan Pimpinan
Fasilitasi Keprotokolan [Jumlah Koordinasi | Kegiatan 290 290 [1.931.67| 300 |1.901.67| 310 |1.931.67| 320 |1.935.67| 330 (2.000.00| 330 |2.000.00| Protokol |[Bontang
Kepala Daerah dan 2.500 2.500 2.500 2.500 0.000 0.000
Wakil Kepala
Daerah dengan
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah lainnya
Fasilitasi Komunikasi  [Jumlah pertemuan | Kegiatan 6 6 [431.974. 1 (431974 1 |[441974.| 1 |[435974.| 1 |443.108. 1 |[443.108. Protokol |Bontang
Pimpinan antara pimpinan / 497 497 497 497 588 588
wakil pimpinan
daerah dengan
unsur-unsur
pimpinan daerah,
stakeholders dan
masyarakat
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Indikator Kinerja
Program

Data Capaian
pada Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

Penanggung

No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan | S2UaN awal Pepizgg gkewsrtra Sawab | Lokasi
Kegiatan (output Perencanaan
giatan (output) Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Ta;ge Rp |Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pendokumentasian ~ [Jumlah kegiatan Kegiatan 480 480 [1.000.00( 490 |833.124.| 500 [840.000.| 510 |855.000. 520 {900.000.| 520 [{900.000.| Protokol |Bontang
Tugas Pimpinan Kepala daerah dan 0.000 097 000 000 000 000
Wakil Kepala
Daerah yang
didokumentasikan
PROGRAM Persentase Persen 100 100 |39.818.3| 100 |40.614.6| 100 |41.426.8| 100 |42.255.5| 100 |43.100.6| 100 |43.100.6
PEMERINTAHAN DAN implementasi 26.925 93.464 97.333 27.079 37.621 37.621
KESEJAHTERAAN kebijakan bidang
RAKYAT pemerintahan
Persentase Persen 100 100 100 100 100 100 100
implementasi
kebijakan bidang
kesejahteraan
rakat
2 |Meningkatkan |Meningkatnya 12. Administrasi Tata Jumlah Kebijakan |Kebijakan 1 1 (1863313 1 2034142 1 [2076843] 1 [2118397| 1 [2163864| 1 [2163864
Efektifitas Kinerja Pemerintahan Tata Pemerintahan 608 010 171 187 990 990
Penyelenggara |Pemerintahan
an Daerah
Pemerintahan Penataan Administrasi |Jumlah kegiatan Kegiatan 2 2 |357.008. 2 |376.260.| 2 [389.982.| 2 [400.698.] 2 |420.426.| 2 |420.426.Pemerintahan|Bontang
Daerah Pemerintahan monitoring dan 000 000 000 074 939 939
evaluasi penataan
administrasi
pemerintahan
Pengelolaan Fasilitasi Administri | Kegiatan 2 2 |1.144.16f 2 |1.255.20f 2 [1.270.00f 2 |[1.285.65| 2 |1.295.15| 2 |1.295.15|Pemerintahan|Bontang
Administrasi kewilayahan 6.415 8.019 0.000 7.661 3.697 3.697
Kewilayahan
Pelaksanaan Kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 Pemerintahan | Bontang
rangkaian perayaan
HUT RI, HUT
Provinsi, HUT
OTDA dan HUT
Kota
Fasilitasi Pelaksanaan [Bimtek/Sosialisasi Orang 40 40 |(362.139.| 40 |402.673. 416.861. 432.041. 448.284. 448.284.| Pemerintahan | Bontang
Otonomi Daerah Peraturan 193 991 171 453 354 354
Pemerintah
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Indikator Kinerja
Program

Data Capaian
pada Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Kondisi Kinerja

Penanggung

; i Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ada Akhir i
No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Satuan Awal Pepiode Renstra|  Jawab Lokasi
Kegiatan (output) Perencanaan
Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Ta;ge Rp |Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dokumen LPPD Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Pemerintahan | Bontang
yang disusun
Dokumen SPM Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Pemerintahan | Bontang
yang di susun
13. Pelaksanaan Jumlah Kebijakan 5 5 |3489638| 5 |[3598101| 5 |[3659464| 5 |3727771| 5 |3790150| 5 |[3790150
Kebijakan Implementasi 3317 3954 9037 6408 0203 0203
Kesejahteraan Kebijakan
Rakyat Kesejahteraan
Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan |Jumlah Kegiatan Kegiatan 10 10 {29.017.7| 10 [29.877.7| 10 |30.290.7| 10 |30.655.1| 10 |(31.201.2| 10 |31.201.2|Kesejahteraa |Bontang
Bina Mental Spiritual |Hari-hari Besar 53.317 26.454 31.412 24.549 26.914 26.914| nRakyat
keagamaan
Jumlah kegiatan Kegiatan 5 5 5 5 5 5 5 Kesejahteraa | Bontang
Keagamaan n Rakyat
Jumlah Operasional | Rumah 286 286 Kesejahteraa | Bontang
Rumah Ibadah yang | Ibadah n Rakyat
difasilitasi
Jumlah penggiat Orang 2223 2223 2223 2223 2223 2223 2223 Kesejahteraa | Bontang
agama yang n Rakyat
difasilitasi
Pelaksanaan Jumlah kegiatan Kegiatan 3 3 [519.630.| 3 [554.537.| 3 |573.755.| 3 |584.317.| 3 [595.320.] 3 |595.320.|Kesejahteraa |Bontang
Kebijakan, Evaluasi, |kesmas 000 500 125 984 243 243| nRakyat
dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan
Sosial
Jumlah Komisioner Orang 6 6 6 6 6 6 6 Kesejahteraa | Bontang
dan Administrasi n Rakyat
BAZ
Jumlah pembinaan | Sekolah 60 60 60 60 60 60 60 Kesejahteraa | Bontang
UKS n Rakyat
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Indikator Kinerja
Program

Data Capaian
pada Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

Penanggung

No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan | S2UaN awal Pepizgg gkewsrtra Sawab | Lokasi
Kegiatan (output Perencanaan
giatan (output) Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Ta;ge Rp |Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pelaksanaan Jumlah Penerima Orang 500 500 |5.359.00| 500 |5.548.75| 500 |5.730.16| 500 |6.038.27| 500 |6.104.95| 500 |6.104.95| Kesejahteraa |Bontang
Kebijakan, Evaluasi, |Beasiswa 0.000 0.000 2.500 3.875 3.046 3.046 nRakyat
dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan
Masyarakat
Jumlah Penerima Penerima 25 25 25 25 25 25 25 Kesejahteraa | Bontang
Hibah Hibah n Rakyat
Jumlah Sewa Asrama 12 12 12 12 12 12 12 Kesejahteraa | Bontang
Asrama n Rakyat
14. Fasilitasi dan Jumlah kebijakan | Kebijakan 50 50 |1.472.63| 40 |1.792.03| 50 [1.924.38| 50 [1.993.88| 50 |2.041.05| 50 |2.041.05
Koordinasi Hukum  [prodak hukum 0.000 7.500 0.125 6.734 8.805 8.805
yang
diharmonisasi
Fasilitas Penyusunan [Jumlah Peserta Peserta 31 31 [403.780.| 31 |454.725.| 65 |462.555.| 65 |481.634.| 65 [492.049. 65 |492.049.] Hukum |Bontang
Hukum Produk Daerah |Bimtek Penyusunan 000 000 750 653 078 078
Produk Hukum
Daerah
Jumlah Produk Produk 30 30 30 20 20 20 20 Hukum  [Bontang
Hukum Daerah Hukum
yang dievaluasi Daerah
Jumlah Rancangan | Raperwali 22 22 22 30 35 35 35 Hukum  [Bontang
produk hukum dan
daerah yang Raperda
diharmonisasi dan
difasilitasi
Fasilitasi Bantuan Jumlah Perkara 3 3 [945.000.| 5 [1.181.25| 8 [1.293.93| 9 |1.332.41] 10 (1.357.08/ 10 [1.357.08| Hukum [Bontang
Hukum Penanganan 000 0.000 7.500 3.125 2.044 2.044
perkara perdata,
TUN dan Pidana
Khusus
Laporan Aksi HAM | Laporan 2 2 Hukum  [Bontang
dan Peduli HAM
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Indikator Kinerja
Program

Data Capaian
pada Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

Penanggung

No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan | S2UaN awal Pepizgg gkewsrtra Sawab | Lokasi
Kegiatan (output Perencanaan
giatan (output) Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Ta;ge Rp |Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pendokumentasian |Jumlah produk Buku 75 75 [123.850.| 75 |156.062.| 75 |167.886. 75 |179.838.| 75 [191.927. 75 |191.927.] Hukum |Bontang
Produk Hukum dan  |hukum daerah yang 000 500 875 956 683 683
Pengelolaan Informasi |terdokumentasi dan
terpublikasi tahun
2019 dan tahun
2020
15. Fasilitasi Kerjasama  |Jumlah kerja sama | MOU 10 10 |1.586.00| 10 (807.500.| 10 [831.025.| 10 |865.526.] 10 |[994.213.| 10 [994.213.
Daerah daerah 0.000 000 000 750 623 623
Fasilitasi Kerja sama  |Jumlah kegiatan Kali 5 5 ]1.336.00f 5 |420.000.] 5 [440.400.| 5 |[450.858. 5 |564.518.| 5 [564.518.|Pemerintahan|Bontang
Dalam Negeri APEKSI 0.000 000 000 000 060 060
Evaluasi Pelaksanaan [Jumlah kerjasama | MOU dan 10 10 |250.000.| 10 (387.500.| 10 [390.625.| 10 |414.668.| 10 |[429.695.| 10 [429.695.|Pemerintahan|Bontang
Kerja sama pembangunan PKS 000 000 000 750 563 563
PROGRAM Presentase Persen 100 100 {1.490.84| 100 |1.520.66| 100 |1.551.08| 100 |1.628.63| 100 |1.661.20| 100 |1.661.20
PEREKONOMIAN DAN peningkatan 9.759 6.754 0.089 4.094 6.776 677
PEMBANGUNAN implementasi
kebijakan bidang
perekonomian
Presentase Persen 100 100 100 100 100 100 100
peningkatan
implementasi
kebijakan bidang
pembangunan
16. Pelaksanaan Jumlah kebijakan | Kebijakan 3 3 [443.708.| 3 |450.649. 3 |456.663.| 3 |475.249.| 3 |480.470.| 3 |480.470.
Kebijakan yang 200 840 840 840 021 021
Perekonomian dikoordinasikan
dan dilaksanakan
Pengendalian dan Jumlah Kegiatan 4 4 192.950.2| 4 |94.540.2| 4 |96.550.2| 4 |104.140.| 4 |102.440.] 4 |102.440.| Ekonomi |Bontang
Distribusi pengendalian 00 40 40 240 240 240
Perekonomian perekonomian yang
dilaksanakan
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indiéator Kinerja Dat: CTap'?ian Kondisi Kinerja .
; i rogram pada fahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun- Tahun-4 Tahun- i enanggung ;
No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan | S2UaN awal ahu ahun-3 ahu ahun-5 Pepizgg gkewsrtra Sawab | Lokasi
Kegiatan (output Perencanaan
giatan (output) Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Ta;ge Rp |Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Perencanaan dan Jmlah kebijkan Dokumen 1 1 |[129.816.| 1 [132.079. 1 |134.083.| 1 |139.879.| 1 [142.349.| 1 |142.349. Ekonomi |Bontang
Pengawasan Ekonomi |ekonomi mikro yang 000 200 200 200 200 200
Mikro kecil ditetapkan
Koordinasi, Jumlah Kegiatan 3 3 3 3 3 3 3 Ekonomi | Bontang
Sinkronisasi dan pengawasan dan
Evaluasi Kebijakan pengelolaan
Pembentukan BLUD |terhadap BLUD
Koordinasi, Kegiatan 9 9 |[220.942.| 9 |224.030. 9 [226.030.| 9 |231.230.| 9 [235.680.| 9 |235.680. Ekonomi |Bontang
Sinkronisasi dan 000 400 400 400 581 581
Evaluasi Kebijakan
Pendirian BUMD
17. Pelaksanaan Jumlah Program 16 16 [346.761.| 16 |355.172.| 16 [360.892.| 16 |[381.372.| 16 |387.464.| 16 |387.464.
Administrasi Implementasi Prioritas 496 217 212 216 717 717
Pembangunan Program Prioritas
Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan {Jumlah Program Program 16 16 [120.625.| 16 [123.550.| 16 |[125.560.| 16 |132.950. 16 [134.300.| 16 |134.300.] Adbang |Bontang
Program yang 497 596 596 596 596 596
Pembangunan dikoordinasikan
Pengendalian dan Jumlah Laporan Dokumen 4 4 [115.651.| 4 (117.782.| 4 |119.582. 4 |126.582.| 4 |128.843.| 4 |128.843.| Adbang |Bontang
Evaluasi Program hasil pengendalian 999 399 394 399 900 900
Pembangunan evaluasi
Pengelolaan Evaluasi |Jumlah laporan Dokumen 4 4 1110.484.| 4 |113.839.| 4 |115.749. 4 |121.839.| 4 |124.320.] 4 |124.320.| Adbang |Bontang
dan Pelaporan hasil evaluasi 000 222 222 221 221 221
Pelaksanaan pelaksanaan
Pembangunan Pembangunan
18. Pengelolaan Jumlah layanan Layanan 4 4 1419.382.| 4 |426.558.| 4 |433.437.| 4 |453.125.| 4 |465.115. 4 |465.115.
Pengadaan Barang |pengadaan barang 018 422 762 762 762 762
dan Jasa dan jasa
Pengelolaan Jumlah layanan Paket 175 175 [228.614.| 175 |231.837.| 185 |233.847.| 190 |239.837.| 200 |242.637.| 200 |242.637. BLP Botang
Pengadan pengadaan barang 587 504 504 504 504 504
Barang dan Jasa dan jasa
Pengelolaan Jumlah data paket | Data Paket 700 700 |105.032.| 800 |106.838.| 850 |108.828.| 900 |114.838.| 950 |119.328.| 950 |119.328. BLP Botang
Pelayanan pengadaan melalui 313 775 115 776 776 776
Pengadaan Secara  |layanan pengadaan
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Data Capaian Kondisi Kinerja
. . Program pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun- Tahun-4 . i Penanggung .
No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan | S2UaN awal ahu ahu ahun-3 ahu Tahun-5 Peﬁsgggkew;tra Sawab | Lokasi
Kegiatan (output Perencanaan
giatan (output) Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Ta;ge Rp |Target| Rp Taige Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Elektronik secara elektronik
Pembinaan dan Jumlah Kegiatan Kegiatan 4 4 185.735.1| 4 |87.882.1| 5 |90.762.1| 5 |98.449.4| 6 |103.149.| 6 |103.149. BLP Botang
Advokasi Pengadaan  [Pembinaan dan 18 42 42 82 482 482
Barang dan Jasa Advokasi
Pengadaan Barang/
Jasa
19. Pemantauan Jumlah Kebijakan 3 3 |280.998. 3 |288.286. 3 [300.086. 3 [318.886. 3 |328.156.| 3 [328.156.
Kebijakan Sumber  |Penyusunan dan 045 276 276 276 276 276
Daya Alam Pemantauan
Kebijakan
dibidang SDA
Koordinasi, Jumlah kegiatan Kegiatan 14 14 |68.137.5| 14 |[70.853.6| 14 |[74.753.6| 14 |83.853.6| 14 |(87.603.6| 14 [87.603.6| Ekonomi |Bontang
Sinkronisasi, dan koordinasi 00 22 22 22 22 22
Evaluasi Kebijakan sinkronisasi dan
Pertanian, Kehutanan, |evaluasi kebijakan,
Kelautan, dan kehutanan, kelautan
Perikanan dan perikanan
Koordinasi, Jumlah kegiatan Kegiatan 14 14 [90.760.5| 14 [92.912.6| 14 |(96.812.6| 14 |[101.912.| 14 |103.702.| 14 |[103.702. Ekonomi |Bontang
Sinkronisasi, dan koordinasi, 45 54 54 654 654 654
Evaluasi Kebijakan  |sinkronisasi dan
Pertambangan dan  |evaluasi kebijakan
Lingkungan Hidup pertambangan dan
lingkungan hidup
Koordinasi, Jumlah kegiatan, Kegiatan 14 14 1122.100.| 14 |124.520.| 14 |(128.520.| 14 |133.120. 14 |136.850.| 14 |[136.850.] Ekonomi |Bontang
Sinkronisasi, dan sinkronisasi dan 000 000 000 000 000 000
Evaluasi Kebijakan evaluasi kebijakan
Energi dan Air energi dan air
PROGRAM PENUNJANG |Presentase Persen 100 100 [136.258.| 100 |156.696.| 100 |180.201.| 100 |215.231.| 100 |238.316.| 100 |238.316.
URUSAN PEMERINTAHAN |implementasi 150 873 403 614 356 356
DAERAH kebijkan reformasi
KABUPATEN/KOTA birokrasi
10.a Penataan Organisasi |[Jumlah kegiatan Kegiatan 3 3 [136.258.| 3 |156.696. 3 |180.201. 3 |[215.231.| 3 |238.316.| 3 |238.316.
penataan 150 873 403 614 356 356
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Data Capaian Kondisi Kinerja
: - Program pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ada Akhir  |Penanggung ;
No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcomfz) - ) Satuan Awal Perpiode Renstra EUED Lokasi
Kegiatan (output Perencanaan
Tartge Rp Tartge Rp Ta;ge Rp Ta;ge Rp [Target| Rp Tartge Rp
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 i3 16 17 18 19 20 21
organisasi
Peningkatan Kinerja  [Jumlah kegiatan Kegiatan 3 3 |136.258.| 3 |156.696.| 3 |180.201.| 3 |215.231.| 3 [238.316.| 3 [238.316.| Organisasi |Bontang
dan Reformasi peningkatan kinerja 150 873 403 614 356 356
Birokrasi dan reformasi
hirokrasi
109.203. 110.708. 112.236. 113.835. 118.909. 118.909.
000.000 121.767 556.587 235.229 982.896 982.896
Total
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 telah menetapkan
4 (tiga) indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 tahun kedepan. Dari indikator
kinerja tersebut, terdapat 4 (empat) indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut akan dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah dan secara langsung mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran

yang ditetapkan dalam RPJMD. Indikator kinerja tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIJMD
Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
No Indikator pada Awal pada Akhir
Periode RPIMD |Tahun-1|Tahun-2|Tahun-3|Tahun-4|Tahun-5| Periode RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Indeks (Survey) 8500 | 85,50 | 86,20 | 87,00 | 88,31 | 88,40 |  88.40
Kepuasan Masyarakat
) |Predikat Akuntabiltas 0896 | 6966 | 7166 | 73,66 | 75,66 | 77,66 77,66
Kinerja Pemerintah B BB BB BB A A
3 |Nilai LPPD ST ST ST ST ST ST ST
67,41
. L . ! 68,41 70,41 72,41 74,41 76,41 76,41
4 |Nilai Reformasi Birokrasi B B B BB BB BB BB
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BAB VII|
PENUTUP

Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2021-2026
merupakan serangkaian perencanaan tindakan dan kegiatan mendasar untuk
diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Bontang ini merupakan pedoman bagi seluruh
bagian untuk menyusun rencana kerja tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bagian di Sekretariat Daerah Kota Bontang berkewajiban untuk
melaksanakan program-program  dalam Renstra  Sekretariat Daerah
tahun 2021-2026

2. Seluruh bagian di Sekretariat Daerah Kota Bontang berkewajiban menyusun
Rencana Kerja Tahunan berdasarkan program-program terkait sesuai tugas pokok
dan fungsi yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKA.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah
Tahun 2021-2026, maka Asisiten |, Asisten Il dan Asisten Il Sekretariat Daerah
berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Renstra Sekretariat
Daerah kedalam rencana kerja tahunan Sekretariat Daerah.

4. Seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bontang berkewajiban
melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah

dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan proporsional.
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